KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ 3 /403.403.4/2021

TENTANG

PENETAPAN SILTAP ,TUNJANGAN KEPALA DESA PERANGKAT,BPD RT DAN RW
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,disebutkan
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa
yang ditunjuk.

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa
Kepala Desaadalah pemegang kekuasaan pengelolaan
Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya,
Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
perangkat Desa.

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa, Penetapan Siltap Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa, BPD, RT dan RW.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan perundangan-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan;

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
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Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana
telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
Tentang Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Pengguanaan Dana Desa Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten
Magetan;

Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Magetan;

Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan desa di Kabupaten Magetan;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala
Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun
Anggaran 2021;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

22. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-
2024;

23. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

24. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN
Siltap Kepala Desa Rp. 3.000.000,-/bln
Sekdes non PNS Rp. 2.300.000,-/bln
Kaur,Kasi,Kasun Rp. 2.050.000,-/bln
Perangkat Rp. 1.000.000,-/bln
Tunjangan Kepala Desa Rp. 328.480,-/bln
Tunjangan Sekdes Rp. 114.320,-/bln
Tunjangan Kaur /Kasun/Kasi Rp. 78.352,-/bln
Tunjangan Stap Kaur /Kasi Rp. 143.872,-/bln
Tunjangan Ketua BPD Rp. 450.000,-/bln
Tunjangan Wkl.Ketua,Sek BPD Rp. 390.000,-/bln
Tunjangan Anggota BPD Rp. 390.000,-/bln
Tunjangan RT dan RW Rp. 70.000,-/bln

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal di tetapkan
sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan
dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
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Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2021

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
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Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.

Kepala Dispenda Kabupaten Magetan

Kepala BPKAD Kabupaten Magetan

Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan

Camat Lembeyan

Ketua BPD Tunggur



